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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 
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tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit 

bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, 

penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang 

telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir 

di hadapan pembaca.  

Buku ini terbagi menjadi 11 bab yang membahas 1. Konsep 

Dasar Ilmu Negara. 2. Hakikat Negara, Unsur dan Teori Sifat 

Negara. 3. Asal Mula dan Berakhirnya Negara. 4. Tujuan dan Fungsi 

Negara. 5. Tipe dan Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan & Sistem 

Pemerintahan. 6. Teori Kedaulatan Negara. 7. Hubungan Negara 

dan Hukum. 8. Konstitusi. 9. Teori Pembagian Kekuasaan dan 

Lembaga Perwakilan di Indonesia. 10. Teori Penghalalan Tindakan 

Penguasa (Reccht Vaar Diging Theorisme) dan 11.Penutup.  

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya 

berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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BAB 

1 KONSEP DASAR ILMU NEGARA 

 

 

A. Istilah Ilmu Negara 

1. Ilmu adalah sesuatu yang diperoleh melalui pengetahuan, 

kemudian pengetahuan didapat dengan bermacam cara. 

Tidak semua pengetahuan adalah ilmu, karena pengetahuan 

bisa dinamakan ilmu apabila memenuhi persyaratan. Ralph 

Ross dan Ernest Van Den Haag menyatakan bahwa syarat 

ilmu dari suatu pengetahuan adalah: 

a. Rasional 

b. Empiris 

c. Umum 

d. Akumulatif atau tersusun 

Pengetahuan meliputi berbagai hal dimana sejauh 

mungkin orang bisa mengetahuinya melalui pengalaman, 

pernyataan serta keterangan.1  

Konsep Ilmu lainnya adalah suatu objek ilmiah yang 

mempunyai dalil, rumus, prinsip dan melalui percobaan 

tersusun dan sistematis serta dilakukan berulang sehingga 

kebenarannya teruji. Olehnya ilmu memiliki syarat yakni, 

mempunyai terminologi, objek, metodologi, filosofis, teori 

 

1 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2016, 

(hlm : 1) 

KONSEP DASAR 
ILMU NEGARA 
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BAB 

2 HAKIKAT NEGARA, UNSUR DAN TEORI SIFAT NEGARA 

 

 

A. Hakikat Negara 

Negara adalah wadah dari suatu bangsa dalam meraih 

cita-cita maupun tujuan bersama dari bangsa tersebut. Makna 

lainnya ialah masyarakat maupun teritorial (wilayah) sebagai 

satu kesatuan politik atas keberadaan lembaga pusat, dan 

menjamin kesatuan politis serta menata dan menguasai teritorial 

dimaksud. Negara dapat pula disebut sebagai pemersatu 

masyarakat dan menetapkan suatu regulasi yang sifatnya 

mengikat bagi semua rakyat, serta dipimpin seseorang maupun 

sekelompok orang.  

Hakikat negara adalah suatu penggambaran tentang 

negara. Penyelidikan hakikat negara dapat dilakukan melalui 

teori yang mengkaji makna sesungguhnya tentang apa itu 

negara. Terdapat 5 (lima) teori mengenai hakikat negara, yakni: 

1. Teori Sosiologis yaitu; negara merupakan suatu organisasi 

hidup bermasyarakat, yang dibutuhkan dalam mengatur, 

mengurus serta menyelenggarakan bermacam kepentingan 

hidup masyarakatnya. Selain itu, Negara merupakan pula 

wadah serta sarana masyarakat dalam mencapai keinginan 

(tujuan) bersama. Terdapat pendapat di dalam teori ini, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Aristoteles 

Negara merupakan gabungan dari keluarga yang 

kemudian membentuk suatu kelompok lebih besar, 

dimana kebahagiaan bisa tercapai jika kebahagiaan 

HAKIKAT NEGARA, 

UNSUR DAN TEORI 

SIFAT NEGARA 
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BAB 

3 ASAL MULA DAN BERAKHIRNYA NEGARA 

 

 

Berbagai teori mengenai asal mula dan berakhirnya negara 

menyajikan berbagai pandangan mengapa negara itu ada dan 

bagaimana negara itu berakhir (hilang)? Para ilmuan mencoba 

menjelaskan menurut versi mereka, yakni teori lahirnya negara 

memiliki kesamaan dengan teori dari pertumbuhan negara, dan 

tahapan berkembangnya dari hal sederhana yakni pada awal mula 

terbentuk suatu negara hingga lahirnya suatu pandangan negara 

modern yang tercipta baik secara primer maupun sekunder. 

 

A. Asal Mula Terjadi Negara 

Membahas perihal teori asal mula negara dilihat dari 

perspektif misalnya periode sejarah yang diawali sejak zaman 

Yunani, kemudian Romawi, abad pertengahan serta zaman 

Renaissance. Melalui kategorisasi dari teori asal mula terjadinya 

negara ini dapat dipetakan menjadi Teori Ketuhanan, Hukum 

Alam, Teori Kekuasaan, Perjanjian Masyarakat, kemudian Teori 

Organis serta Teori Garis dari Kekeluargaan.16 

  

 

16  I Gde pantja Astawa, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, 

Refika Aditama: Bandung, 2009 (hlm. 60)   
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BAB 

4 TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA 

 

 

A. Teori Tentang Tujuan Negara 

Setiap Negara mempunyai arah dan tujuan kemana dan 

bagaimana organisasi ini akan dijalankan. Beragam tujuan 

negara yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) bermaksud 

untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mengendalikan 

kehidupan rakyatnya. Beberapa sarjana menarik perbedaan 

antara tujuan dan fungsi negara sebagai berikut : 

1. Tujuan mengutamakan sasaran yang hendak di capai. 

2. Tujuan dapat menunjukan keinginan dan cita-caita, sebagai 

kondisi ideal dan mesti diwujudkan 

3. Tujuan sifatnya abstrak. 

Sementara fungsi adalah sebaliknya yakni kondisi gerak, 

aktivitas, termasuk pula suasana dari kenyataan. 

1. Fungsi ialah pelaksanaan dari tujuan dan kehendak yang 

ingin dicapai. 

2. Fungsi bersifat real dan konkrit. 

3. Fungsi tanpa tujuan adalah mustahil. 

Berikut akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai teori 

tujuan Negara berdasarkan pandangan ahli:  

1. Shang Yang (Sarjana China) 

Menurutnya, tujuan negara semata-mata untuk 

mencari sebuah kekuasaan. Olehnya Negara identik dengan 

Penguasa. Selain itu, ia mengemukakan bahwa terdapat 

perbedaan antara negara dengan rakyat (antara kekuatan 

TUJUAN DAN 
FUNGSI NEGARA 
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BAB 

5 TIPE DAN BENTUK  NEGARA BENTUK PEMERINTAHAN & SISTEM PEMERINTAHAN  

 

 

Teori mengenai tipe Negara menjelaskan pembagian Negara 

berdasarkan pada ciri khas dan pengkajian melalui 2 (dua) bagian, 

yakni tipe negara ditinjau berdasarkan historis (sejarah) dan dari 

segi yuridis. 

 

A. Tipe-tipe Negara 

1. Tipe Negara menurut Sejarah yakni:25 

a. Tipe Negara Timur purba yang ciri-cirinya: 

1) Sifatnya teokraties/agama, raja merangkap dewa 

2) Pemerintah sifanya absolute/mutlak 

b. Tipe Negara Yunani Kuno/ Purba 

Negara ini memiliki tipe sebagai negara kota atau 

polis city state, yaitu kota yang dikelilingi oleh benteng 

untuk pertahanan, penduduk sedikit, pemerintahan 

demokrasi langsung dan lembaga perbudakan. Ciri lain 

yang dimiliki tipe Negara ini adalah : 

1) Berbentuk polis 

2) Kebijakan pemerintah diputus bersama-sama dengan 

rakyat 

3) Pemerintah dikendalikan ahli filsafat  

 

25 Muhtar, M. H. (2023). Sistem Pemerintahan Indonesia. Dalam H. 

Gunawan (Ed.), Hukum Tata Negara: Konsep dan Teori (Vol. 7, hlm. 131-150). 

PT Global Eksekutif Teknologi. 

TIPE DAN BENTUK NEGARA  

BENTUK PEMERINTAHAN & 

SISTEM PEMERINTAHAN 
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BAB 

6 TEORI KEDAULATAN NEGARA 

 

 

A. Sekilas Tentang Negara 

Dalam kehidupan berbangsa, tentu tidak lepas dari 

kerumitan persoalan yang selalu muncul dan level kerumitanya 

jua sangat kompleks, yaitu beragamnya kepentingan yang saling 

berbeda antara satu dengan lainya dalam sebuah tatanan negara. 

Belum lagi adanya ancaman yang datang dari luar yang bisa 

mengancam dan mengganggu eksistensi bangsa itu sendiri. 

Mengatasi permasalahan yang muncul, baik itu dari dalam 

maupun dari luar, dibutuhkan koordinasi yang dapat 

mengendalikan dan menyelesaikan persolan-persoalan tersebut. 

Untuk pencapaian tersebut tidaklah mudah sehingga diperlukan 

organisasi yang disepakati bersama, didukung bersama dan 

memiliki wibawa dihadapan bangsa. Organisasi yang memiliki 

kemampuan dan otoritas tersebut adalah negara.33 

Negara didalam pengertian yang sederhana bisa dilihat 

sebagai sebuah organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai 

kekuasaan tertinggi dan sah serta ditaati rakyatnya. Pengertian 

lainnya, negara didefenisikan menjadi alat masyarakat yang 

memiliki kekuasaan dalam mengatur hubungan manusia 

didalam masyarakat dan menerbitkan gejala kekuasaan pada 

masyarakat itu sendiri. Kita dapat pula mengartikan negara 

 

33 Efendi Suryana dan Kaswan,. Pendidikan Kewarganegaraan, PT. 

Refika Adiatma, 2015, (hlm : 136) 
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BAB 

7 HUBUNGAN NEGARA DAN HUKUM 

 

 

A. Eksistensi Negara 

Negara modern merupakan personifikasi dari tata 

hukum. 44  Artinya, bahwa negara disegala aktivitasnya 

senantiasa disandarkan pada hukum yang berlaku. Negara 

melalui konteks ini, lazim diistilahkan sebagai negara hukum. 

Pada perkembangan pemikiran tentang negara hukum, dikenal 

pula 2 kelompok, yaitu negara hukum secara formal dan negara 

hukum materil. Arti negara hukum materil dikenal dengan 

istilah walfarestate ataupun negara kesejahteraan. Jimly 

Asshiddiqie berpendapat baha ide negara kesejahteraan 

merupakan pengaruh paham sosialis yang berkembang diabad 

ke- 19, dan terkenal saat ini sebagai suatu simbol terhadap 

perlawanan kepada penjajah yang kapitalis-liberalis. 

Pada perspektif hukum, Wilhem Lunstedt mengemukakan 

pendapat: 

Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups 

and the condition which make possibel peaceful co- exixtence of masses 

of individuals and sicial groups and the corporation for others eands 

than more exixtence and propagation.45 

  

 

44 Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-dasar ilmu 

Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriftif-Empirik, Bee Media 

Indonesia, Bandung, 2010, (hlm : 225) 
45 Ibid, hlm 9. 

HUBUNGAN 
NEGARA DAN 

HUKUM 
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BAB 

8 KONSTITUSI 

 

 

A. Sejarah Konstitusi 

Konstitusi adalah suatu istilah yang telah lama 

keberadaanya. Istilah itu dikenal sejak zaman Yunani Purba.  

Akan tetapi, konstitusi saat itu masih dimaknai secara materi 

saja, dalam artian konstitusi belum dijabarkan dalam naskah 

secara tertulis. Telaah konstitusi di zaman Yunani Purba bisa 

dibuktikan oleh paham Aristoteles dimana memberi perbedaan 

pada istilah Politeia dan Nomoi. Politeia berarti konstitusi dan 

Nomoi ialah Undang-undang biasa. 55  Pemahaman 

mengenaiµ.RQVWLWXVLµ� dimasa itu, hanya merupakan satu 

kumpulan peraturan serta adat dan kebiasaan semata. 

Istilah konstitusi ini berasal dari bahasa latin yakni 

constitutio, berkaitan dengan istilah jus atau ius atau ´KXNXP�

maupun SULQVLSµ� Konstitusi dalam bahasa latin adalah 

gabungan dari 2 kata, yakni cume dan stature. Cume ialah sebuah 

pre-posisi yang artinya ´EHUVDPDDQ�GHQJDQµ��sementara stature 

dari kata sta yaitu membentuk kata kerja pokok stare dan berarti 

berdiri. Dari dasar stature inilah memiliki DUWL�´PHPEXDW�VHVXDWX�

maupun mendirikan ataupun PHQHWDSNDQµ��Sehingga demikian, 

makna tunggal constitutio dapat bermakna menetapkan sesuatu 

 

55  Mexasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, PT 

Refika Adiatma Cetakan Ke satu, Bandung, 2011, (hlm : 41)  

KONSTITUSI 
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BAB 

9 TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN DAN LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA 

 

 

A. Teori Lembaga Perwakilan 

Melalui pembahasan mengenai negara, selalu diwarnai 

dengan pertanyaan tentang legitimasi kekuasaan dan 

mempersoalkan mengenai hakikat kekuasaan yang kemudian 

dilembagakan ke dalam bangunan negara, intinya ada pada apa 

dan siapa sesungguhnya yang memgang kekuasaan tertinggi di 

suatu negara dan olehnya disebut sebagai pemegang kedaulatan.  

Kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan tertinggi, 

serta tak terbatas dan tanpa kecuali, merupakan ciri maupun 

atribut hukum sebagai atribut negara. Ia telah lama dan bahkan 

lebih tua dari konsep negara itu sendiri.73 Kekuasaan tersebut 

memiliki bermacam bentuk dan berbagai sumber; hak milik atas 

kebendaan, dan juga kedudukan serta birokrasi disamping 

kemampuan khusus pada bidang ilmu pengetahuan tertentu, 

maupun atas dasar peraturan hukum sebagai sumber 

kekuasaan.74 

Lembaga perwakilan ialah cara praktis yang 

memungkinkan para anggota masyarakat dalam menerapkan 

pengaruhnya terhadap orang yang menjalankan tugas 

kenegaraan. Teori lembaga perwakilan ini muncul sebab asas 

 

73  Bambang Sadono Dkk, Pembentukan Undang-Undang Tentang 

MPR RI, Badan Pengkajian MPR RI, Cetakan Pertama, Jakarta, 2017. (hlm : 

6) 
74 Ibid  

TEORI PEMBAGIAN 
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BAB 

10 TEORI PENGHALALAN TINDAKAN PENGUASA (RECHT VAAR DIGING THEORISME)  

 

 

Teori Penghalalan Tindakan Penguasa atau juga dikenal 

dengan teori Pembenaran Hukum pada suatu negara, 

(Rechtvaardiging theorieen) menjelaskan mengenai dasar yang bisa 

dijadikan alasan, sehingga aktivitas maupun tindakan pemerintah 

atau penguasa negara dibenarkan. Legitimasi suatu negara 

mempunyai peranan penting, sebab meski mempunyai kekuasaan, 

namun pemerintah negara belum tentu dapat berjalan efektif tanpa 

ada legitimasi. Penguasa/pemerintah serta alat perlengkapannya 

Negara merupakan instrumen dalam menata masyarakat yang 

memegang kekuasaan inti, dan harus diberi pembenaran maupun 

pendasaran secara sah, agar proses menjalankan kekuasaan dapat 

dilakukan secara efektif.  

Berikut akan dikemukakan beberapa teori mengenai 

pembenaran (penghalalan tindakan negara): 

A. Pembenaran Negara Dari Sudut Ketuhanan (Teokrasi Theorie) 

Tindakan penguasa maupun negara selalu dianggap 

benar, karena didasarkan bahwa negara diciptakan oleh Tuhan 

baik langsung maupun tidak langsung. Ciri-cirinya ialah 

seseorang atau negara berkuasa karena menerima wahyu Tuhan 

(penguasa berkuasa karena kodrat). F. J Stahl mengemukakan 

pendapatnya bahwa negara timbul dari takdir Illahi, kekuasaan 

manusia baik dalam kelompok keluarga, ras, suku, bangsa dan 

sebagainya karena takdir Illahi. Pada hakikatnya, semua 

kekuasaan itu terjadi atas kehendak dan kekuasaan Tuhan. 

Thomas Aquinas berpandangan, bahwa negara buruk pun 

bukanlah buatan dari setan, melainkan diakui sebagai bentuk 

TEORI PENGHALALAN 

TINDAKAN PENGUASA 

(RECHT VAAR DIGING 

THEORISME) 
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BAB 

11 PENUTUP 

 

 

Buku ajar ini menyajikan pemahaman mendalam tentang 

konsep dasar, hakikat, unsur, dan teori negara, serta hubungan 

negara dengan hukum, yang memungkinkan pembaca untuk 

mengapresiasi kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam 

pengaturan hidup bermasyarakat serta bernegara. Dalam 

membahas tujuan dan fungsi negara, buku ini menggali berbagai 

perspektif ahli yang membentuk pemahaman kita tentang 

keberadaan dan peran negara dalam masyarakat. Secara khusus, 

buku ini menggarisbawahi pentingnya konstitusi sebagai fondasi 

dalam membangun tata kelola negara demokratis, dimana hak asasi 

manusia dilindungi, dan keadilan sosial diwujudkan. 

Sebagai penutup, buku ajar ini menekankan pada pentingnya 

memahami teori dan prinsip yang membentuk struktur dan fungsi 

negara, serta bagaimana hukum menjadi alat utama untuk menjaga 

ketertiban serta keadilan di dalam masyarakat. Dengan mengaitkan 

teori dengan praktek, buku ini berusaha membekali pembaca 

dengan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara 

positif dalam pembangunan negara serta masyarakat yang adil dan 

sejahtera. Dengan demikian, buku ini menjadi sumber pengetahuan 

yang berharga bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan 

siapapun yang berkepentingan dengan ilmu negara dan hukum. 
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